
 

 

 

 

 

BUPATI  WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN  WONOSOBO  

NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  

PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

         BUPATI  WONOSOBO, 

Menimbang :      a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan 

pajak daerah maka perlu mengubahnya;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan 

Daerah  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3029); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 



Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5589); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 



Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 7); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor Kabupaten Wonosobo 17); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

dan 

BUPATI WONOSOBO 



 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18) diubah, sebagai berikut : 

 

1. Pasal 6 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga 

keseluruhan Pasal 6 berbunyi, sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bernilai 

sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen). 

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bernilai 

lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 

0,24% (nol koma dua puluh empat persen). 

 

2. Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi, sebagai 

berikut : 

 

Pasal 13 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berupa SPPT. 

(4) Pajak yang terutang dibayarkan ke Kas Umum Daerah melalui Bank 

atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Tatacara pembayaran Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

 

 

 

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 



 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 26 Nopember 2015 

 

  Pj. BUPATI WONOSOBO, 

 

Cap & ttd. 

 

      SATRIYO HIDAYAT 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 27 Nopember 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

             Cap & ttd 

 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI                 

JAWA TENGAH : (  5  /2014) 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  

NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

 

I. UMUM 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah, yang 

terutang dari orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

disebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

merupakan jenis pajak kabupaten. Sehingga Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki objek pajak 

di wilayah Kabupaten Wonosobo.  

Perubahan yang dilakukan terhadap besaran tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam             

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan 

bentuk keadilan dan kepastian hukum atas partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan, khususnya sektor perkotaan. Sedangkan 

perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 13 ayat (3) bahwa dokumen lain 

yang dipersamakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa 

SPPT, bukan karcis dan/atau nota perhitungan. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut di atas perlu 

mengubah peraturan daerah dimaksud. 

 

II. PASAL PER PASAL 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

ayat (1) 

yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh 

proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada 

pihak ketiga, tetapi bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh 

bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan tugas 

pemungutan pajak lebih efisien. Kegiatan pemungutan pajak yang 

tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan 



penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan 

penyetoran pajak dan penagihan pajak. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 


